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PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Msj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sigit Julianto bin Jaenudin, tempat dan tanggal lahir Palas, 01 Juli 1987,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di RT. 004 RW. 002, Desa Tanjung Menang Raya,
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagai
Pemohon I;

Puji Eni Farida binti Asngari, tempat dan tanggal lahir Eka Mulya, 23 April
1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002, Desa Tanjung
Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuiji,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon I, dan memeriksa alat-

alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan surat
permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor
32/Pdt.P/2021/PA.Msj, tertanggal 01 Maret 2021 dengan dalil-dalil permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 Pemohon | telah menikah

secara agama Islam dengan Pemohon Il di Desa Bumi Daya Kecamatan

Palas Kabupaten Lampung Selatan;
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2, Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
Kakak Kandung Pemohon II dan secara langsung diijab qobulkan oleh
Muhammad Abdul Malik serta di saksikan oleh dua orang saksi
bernama Kundori dan Agus Haryono dengan mas kawinnya berupa
uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat
sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus
Jejaka dan Pemohon Il berstatus Perawan dan keduanya sama-sama
beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon II
bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuiji
Timur, Kabupaten Mesuiji;
6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama:

6.1. Adam Faiz Al Arkan bin Sigit Julianto (umur 2 tahun);

6.2. Naura Arumi Azizah binti Sigit Julianto (umur 1 bulan);
7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il selama pernikahan
tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan
terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon | dan
Pemohon Il tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Buku
Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap
sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya
Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan
buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon
guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi
kependudukan dalam pemerintahan;
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9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah warga yang tidak
mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa
Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
Nomor: 140/69/18.11.02.2016/11/2021 tanggal 18 Februari 2021 maka
Pemohon | dan Pemohon Il agar dibebaskan biaya perkara (cuma-

cuma);

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon | dan Pemohon
Il mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.g Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai

berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2, Mengizinkan Pemohon | dan Pemohon Il berperkara secara

Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sigit Julianto
bin Jaenudin) dan Pemohon II Puji Eni Farida binti Asngari) yang
dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2017 Pemohon | telah menikah
secara agama Islam dengan Pemohon Il di Desa Bumi Daya Kecamatan
Palas Kabupaten Lampung Selatan;
4, Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang

seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon
I dan Pemohon Il maka melalui Surat Pengumuman Nomor
32/Pdt.P/2021/PA.Msj tertanggal 02 Maret 2021, Majelis Hakim telah
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mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan
dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat
mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan
Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah
terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan
mengajukan keberatan tentang permohonan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon
Il telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai
berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1801100107870033 atas
nama Sigit Julianto, tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1811026304990001 atas
nama Puji Eni Farida, tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Agus Haryono bin Asngari, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa
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Eka Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il memiliki
hubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami
isteri, karena hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Bumi Daya
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 16 Juli
2017;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah kakak
kandung Pemohon Il yang bernama Muhammad Abdul Malik, karena
ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
kakak kandung Pemohon Il bernama Muhammad Abdul Malik;

- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon Il
dan pengucapan gabul oleh Pemohon | secara langsung;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah saksi sendiri (Agus Haryono) dan Kundori;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat
alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan darah
atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il juga tidak mempunyai hubungan
susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa
Tanjung Menang Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuiji;
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- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Adam Faiz
Al Arkan bin Sigit Julianto dan Naura Arumi Azizah binti Sigit Julianto;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon | dan Pemohon Il selalu
hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah berpisah/bercerai;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah berpindah agama;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan pengesahan
perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan
memperjelas status perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa sudah cukup;

2. Jainudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di RT. 024 RW. 006 Desa Bumi Daya Kecamatan
Palas Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il memiliki
hubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami
isteri, karena hadir dalam acara perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Bumi Daya
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 16 Juli
2017;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah kakak
kandung Pemohon Il yang bernama Muhammad Abdul Malik, karena
ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia;
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- Bahwa yang menikahkan/mengijabkan Pemohon | dengan Pemohon
Il adalah kakak kandung Pemohon Il yang bernama Muhammad
Abdul Malik;

- Bahwa ada pengucapan ijab yang dilakukan oleh wali Pemohon I
dan pengucapan gabul oleh Pemohon | secara langsung;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab
kabul adalah Kundori dan Agus Haryono;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dan seperangkat
alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan darah
atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il juga tidak mempunyai hubungan
susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa
Tanjung Menang Kecamatan Wiralaga Kabupaten Tulang Bawang
yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuiji;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon II telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Adam Faiz
Al Arkan bin Sigit Julianto dan Naura Arumi Azizah binti Sigit Julianto;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon | dan Pemohon Il selalu
hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah berpisah/bercerai;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon | dan Pemohon II tidak
pernah berpindah agama;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon li;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan pengesahan
perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan
memperjelas status perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa sudah cukup;
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon | dan Pemohon
Il menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta
membenarkan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mencukupkan dengan alat-
alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sesuai dengan
surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan
Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut
tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud surat
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi
Peradilan Juncto (Jo.) Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/1X/2013 tanggal 12 September
2013, tentang Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11)
halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014,

dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Mesuiji telah memanggil Pemohon | dan Pemohon |l secara
resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon |
dan Pemohon Il masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian
kehendak Pasal 145 ayat (1) dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah
permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon | telah
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menikah dengan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan/ajaran agama Islam,
namun sampai dengan sekarang Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
mendapat buku akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk

dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta
dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan

akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup dan
telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di
muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan
aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, maka harus
dinyatakan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Warga Negara Indonesia yang
berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi
Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mesuiji;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan
pengesahan nikah (itsbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama dan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat
formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah) sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon | dan Pemohon Il telah cakap
bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172
ayat (2) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan
di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah memenuhi

syarat formil bukti saksi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909
KUH Perdata, pada asasnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang
memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar
keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut
status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka
sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi
tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il a quo mengetahui dengan telah
melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum pernikahan
Pemohon | dan Pemohon I, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308
ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara
agama Islam pada tanggal 16 Juli 2017 di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas
Kabupaten Lampung Selatan, dengan wali nikah pada pernikahan tersebut
adalah Muhammad Abdul Malik saudara kandung Pemohon II dikarenakan
ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi
nikah, yaitu Kundori dan Agus Haryono. Maskawin pada pernikahan tersebut
berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat
sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung. Setatus
Pemohon | pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon Il

perawan;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il a quo menerangkan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga, baik karena
hubungan darah (muhrim), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan.
Selama dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il, tidak pernah ada
orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il. Selama berumah-tangga,
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad
(keluar dari agama Islam), baik keduanya maupun salah satu diantaranya,;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il a quo juga menerangkan bahwa

Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor
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Urusan Agama (KUA), juga Pemohon | dan Pemohon Il mengurus penetapan
ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum mendapatkan buku
Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon |
dan Pemohon Il telah dikarunai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi
Pemohon | dan Pemohon Il sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki kesesuaian
dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309
R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan
keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalii Pemohon | dan

Pemohon lI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon

I dan Pemohon Il yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim
mengkonstatir peristiwva konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang
tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara syariat Islam

pada tanggal 16 Juli 2017 di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten

Lampung Selatan. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Muhammad

Abdul Malik saudara kandung Pemohon Il dikarenakan ayah kandung

Pemohon 1l telah meninggal dunia dengan disaksikan dua orang saksi

nikah, yaitu Kundori dan Agus Haryono, dengan mas kawin pada pernikahan

tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan

kabul secara langsung;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, setatus Pemohon | Jejaka, dan Pemohon Il

Perawan;

3. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga,

baik karena berhubungan darah (muhrim), berhubungan semenda dan atau

berhubungan sesusuan;

4. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai, dan tidak

pernah murtad dari agama Islam;
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5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau
menggugat perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah mendapatkan

buku/kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam
beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. 'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:
anling sl 92 o aloyiia 9 aizua 4S5 8,0l e T S9coll (99
Js ae o
Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang
saksi yang adil”.
2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:
ble cogun lg) ain wle g9 99 Sgeall cui axxng il ey Mg

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas
perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah
pernikahannya itu”.
3. Fathu al Mu’in, juz 1V, halaman 253:
aloyuu g aizua 5,85 60l e TS S9soll (n99

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat

menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan
rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6
sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dinyatakan tidak melawan

hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2)
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dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan itsbat
nikah Pemohon | dan Pemohon Il pada angka 1 dan 3 tersebut patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib
administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,
sebagaimana petitum permohonan pada 4, maka diperintahkan kepada
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya
melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon
I dan Pemohon Il atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat di mana telah

terjadinya perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah)
Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya

penetapan ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuiji Nomor: W8-
A12/315/HK.05/111/2021, tertanggal 2 Maret 2021 tentang pembebasan biaya
perkara kepada Pemohon | dan Pemohon II, maka terhadap petitum dalam
surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il mengenai biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Mesuji Tahun 2021;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;
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2, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Sigit Julianto
bin Jaenudin) dan Pemohon Il Puji Eni Farida binti Asngari) yang
dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2017 Pemohon | telah menikah
secara agama Islam dengan Pemohon Il di Desa Bumi Daya Kecamatan
Palas Kabupaten Lampung Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah. Oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada
hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11
Sya'ban 1442 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dibantu oleh Syukur, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta

dihadiri Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Badri Yunardi, S.Sy. Helson Dwi Utama, S.Ag.
Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera,
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Syukur, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran . Rp 0,00
Biaya Proses . Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp  240.000,00
Biaya PNBP Panggilan . Rp 0,00
Biaya Redaksi : Rp 0,00
Biaya Materai . Rp 10.000,00

Jumlah : Rp  300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)
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